PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
SEKRETARIAT DAERAH

A]amat : JIn Perwakilan No1 Telp (0274) 773.010 Fax. 0274.773208, Wates 55611
Web site. www .kulonprogokab.go.id , e-mail admin@kulonprogokab.qgo.id,

SURAT PENETAPAN KLASIFIKASI

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
Nomor : 480/ 2241/ PPID KP/ 2022

Memperhatikan :
a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No.14 Tahun
2008 Tentang KIP;

c. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan
Informasi Publik;

d. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan
Informasi Publik;

e. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 Tentang
Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik;

f. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 86 Tahun 2012 Tentang Pedoman Mekanisme
Konsultasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Setelah dilakukan uji konsekuensi data dan informasi diketahui hasilnya bahwa Setiap

Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk

mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi
Publik dapat menghambat proses penegakan hukum,yaitu informasi yang dapat:

1) menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;

2) mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/ atau korban yang
mengetahui adanya tindak pidana;

an data intelijen kriminal dan rencana yang berhubungan dengan

3) mengungkapk : )
an penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;

pencegahan d
4) membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/ atau
keluarganya; dan/ atau

5) membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/ atau prasarana penegak

hukum.
b Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi
Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual
dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat |

Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik

C.
dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:




1),

2)

3)

4)

6)
7)

informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan
dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi
tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan
dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;

dokumen yang memuat tentang strategi, intelejen, operasi, teknik dan taktik
yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanaan
negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau
evaluasi;

jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam
penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana
pengembangannya,

gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/ atau instalasi
militer;

data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada
segala tindakan dan/ atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan
kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/ atau data terkait
kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut
sebagai rahasia atau sangat rahasia;

Sistem persandian negara; dan/ atau

Sistem intelijen negara.

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi
Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi
Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:

1
2)
3)

4)
5)
6)

7)

rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham
dan aset vital milik negara;

rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, model operasi institusi
keuangan,

rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan
pajak, tarif, atau pendapatan negara/ daerah lainnya;

rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;

rencana awal investasi asing,

proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan
lainnya; dan/ atau

hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi
Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri:

1)

2)
3)

4)

posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam
hubungannya dengan negosiasi internasional;

korespondensi diplomatik antarnegara;

sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan
hubungan internasional; dan/ atau

perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.

Informasi yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat
pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;



Informasi yang apabila dib i
uka dan diberikan k
dapat mengungkap rahasia pribadi, yaltu: °

1) riwayat dan kondisi anggota keluarga;

pada Pemohon Informasi Publik

2) riwayat, kondisi
. si d isi
sesaorang; an perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis
3) kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
4) hasil-hasil evaluasi I
_ sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, d

rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau oo

5)

catatan yang menyangkut pribadi seseoran ' '
J I g yang berkaitan dengan kegiatan
satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal, .

Memorandum atau surat - surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang

menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau
pengadilan:

J. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.
Data/Informasi yang masuk dalam kategori dikecualikan meliputi : ( lampiran | )
Data/Informasi yang masuk dalam kategori terbuka meliputi: ( lampiran Il )

Demikian Surat Penetapan Klasifikasi Informasi ini dibuat dan berlaku paling lama untuk
30 tahun kedepan.

Ditetapkan di : Wates
Pada Tanggal : 7 Juli 2022

Qénbina Utama Muda, IVic
P, 19680805 199603 1 005

MENYETUJUI
Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo
Selaku Atasan PPID l,

Ir. RM. ASTUNGKORO; M.Hum.
Pembina Utama Madya: IV/d
NIP. 19620805 199003 1 006




BERITA ACARA
UJI KONSEKUENSI
NOMOR : 480/ 2241/ PPID KP / 2022

Pada hari ini Kamis tanggal Tujuh Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di

Command Room Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo, kami
yang bertanda tangan di bawah ini :

e sm——

Eh__ NAMA INSTANSI UNSUR

1. | Ir. RM. Astungkoro, M.Hum. Sekda Kabupaten | TP2I
— Kulon Progo

2. | Drs. Rudiyatno, M.M. Inspektur Daerah TP2 |
| 3. | Muhadi, S.H. M.Hum Bagian Hukum TP2I

4. | Agung Kurniawan, S.IP.,M.Si. Dinas Kominfo PPID Kabupaten Kulon
N : Progo
5. | Sutarman, S.STP., M.Eng. Dinas Kominfo Pelaksana PPID

6 Lukman Hakim, S.E. M.M. Dinas Kominfo Pelaksana PPID

7 Th. Baning Rahayujati, M.Kes. Dinas Kesehatan PPID Pelaksana

8. | Drs. Abdul Kahar, M.Si. Dinas Tenaga Kerja | PPID Pelaksana

dan Transmigrasi
9. | Ernawati Sukeksi, S.IP., M.M. Dinas Dukcapil PPID Pelaksana
10. | Taufig Prihadi, S.E. Dinas Tata Ruang dan | PPID Pelaksana
Pertanahan
11. | Risdiyanto  Nugroho, S.STP. | BKAD PPID Pelaksana
M.Eng.
12. | Ir. Robi Ampera Bappeda PPID Pelaksana
13. | Tri Aryani, S.H. BKPP PPID Pelaksana

Berdasarkan Pasal 17 UU KIP telah melakukan Uji Konsekuensi terhadap informasi
dan data bahwa Informasi/data yang dikecualikan dari :

Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kulon Progo
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo

Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Kulon Progo

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo

Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo

e B R U S -

Menyatakan bahwa informasi/data dari instansi tersebut diatas digolongkan
klasifikasi informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU
KIP dengan alasan terlampir.



Demiki - "
Sebagg; emikian Berita Acara Uji

. Konsekuensi ini dibuat
Mana mestinya.

untuk diajukan

Wates, 7 Juli 2022
Penguji :

1. | Ir. RM. Astungkoro, M.Hum. 1, @5@//
A 2

Drs. Rudiyatno, M.M.

Agung Kurniawan, S.IP.,M.Si.

2. |

'3 | Muhadi, S.H. M.Aum Ny
—— c
5. | Sutarman, S STP.. M.Eng.

6

Lukman Hakim, S.E..M.M.

7. | Th. Baning Rahayujati, M.Kes.

8. | Drs. Abdul Kahar, M.Si.

9. | Ernawati Sukeksi, S.IP., M.M.

10. | Taufiq Prihadi, S.E.
11. | Risdiyanto Nugroho, S.STP. M.Eng. | 11. /91{ —
12. | Ir. Robi Ampera 12. ’ﬂ“’

13. | Tri Aryani, S.H. 13. /M”Z‘ﬁ
v
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] | Tahun 1999 " peny slagurnan s
; ) | yang bersangh.stan
b ModswPegswsi |-UU No S Tahun 2014 Tentang ASN |- Selama yang bersangkutan |- mf;gm—gka}'m:;;n_&&? Menjuaga prrvass
I ! menjadi pegawai pelamar yang bersifat J Mehindung: dar
- Apabila mendapat persetujuan |rahasia -: penyalahgunaan Jats =fomas
: | yang bersangkutan yang bersangkutan
{ ! |
12 (i Haail Evalansi schubwngan |Pasel 17 uraf b dis st s U mo 14 | A |
| ‘dengan Kapasdas. intelektual, dan | Tahun 2008 Tentang Keterbukaan |
|| rekomendas kemampuan linformasi Publik
| e
| ﬂlu llil'm fula .I-)P3 l_’cgaw;: I Pasal 17 huruf 1 dan huruf ) UU gé_iuma_ggér_i&;_p;ﬁi-faiﬁn _ - Mengungkap data pribads Mechnduny Jdata pribeds PNS
no 14 Tahun 200X Tentang PNS yang bersitat rahasia ,I yang bersifal rabasis
Keterbukaan linformast Pubhik
UL No. 43 Tahun 1999 Tentang |
Perubahan atas ULl No X Tahun 1974
Tentang Pokok-Pokok Kepepawaian |
5 T:h Dl‘l“l m-ul;n p_::mmdaham B " i‘l’ No 9 Tahun 2003 Tentang .‘ia;uqm dm:*fbalkannnyu ._"Z_K_ - A;an menghambat proses g Menjaga suasana oedaat &
: ipcngmgmm dan pemberhentian Jchmnng Pengangkatan, | pemindahan dan lingkungan Xena
| [ PNS dan jsbatan fungsional Penundahan, dan Pemberhentuan ! pengangkatan PNS dalam
' I!'lcncmu dan fungsional umum | Pegawai L jabatan tungsional tertentu
1 ] (-Peraturan Pemenintah No 11 Tahun l' dan fungsional umum




2017 Tentang Manajemen PNS

|

.rI
|

¢. Data usulan Pemindahan dan
Pengangkatan PNS dalam jabatan

structural

- Peraturan P nomor 13 Tahun 2002
Tentang Pengangkatan PNS dalam

Jabatan Struktural

/ . 5
Sampai terlaksananya pelantikan I - Akan menghambat proses / - Menjaga suasana kondusif di

dan pengambilan sumpah

pemindahan dan

r lingkungan kerja

pengangkatan PNS dalam i

jabatan struktural

t

d. Izin Perceraian PNS

UU No. 8/1974 Tentang Perkawinan
SE Walikota No. 472/016/SE/2010 tig

Izin Perkawinan/Perceraian PNS

Proses perizinan sampai dengan

penjatuhan keputusan

e. Hukuman Disiplin Pegawai

Peraturan Pemenntah No. 53 Tahun
2010 Tentang Hukuman Disiplin

Pegawai

Disesuaikan Jenis Hukuman

disiplinnya

Pihak luar campur tangan |Kelancaran proses perceraian

Mengungkap data pnbadi

pegawai

Menjaga kerahasiaan pegawar

f. Penilaian Prestasi Kerja PNS
(mulai tahun 2014)

- Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun
2011 Tentang Penilaian Prestasi

Kerja Pegawai Negeri Sipil

Bersifat terbuka dalam proses
manajemen, tetapi tidak untuk
dipublikasikan (terbatas untuk

manajemen kepegawaian)

Mengungkap data pribadi
PNS vang bersifat rahasia

Melindungi data pnbadi PNS

' yang bersifat rahasia

Data dan Informasi Bidang Kesehatan

3. |Riwayat, kondisi dan perawatan,
pengobatan kesehatan fisik, dan

psikis seseorang

- Pasal 17 huruf h angka 2 UU no.14
Tahun 2008 Tentang Keterbukaan

Informasi Publik

a. Data rekam medis pasien

- Pasal 57 UU No. 36 Tahun 2009

- Hingga pasien meninggal dunia

- Mengungkap data

- Melindungi data pribadi vang




{
{
i

rumah sakit/poliklinik

Tentang Kesehatan

- UU No. 39 Tahun 1999 Tentang
Hak Asasi Manusia

- Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun
1977 Tentang Pengujian Kesehatan
PNS

-Permenkes No.
269/mankes/PER/I11/2008 Tentang

-IRekam Medis

- Pasal 7 huruf ¢ dan Pasal 8 huruf b
Peraturan Daerah Provinsi DIY No.
12 tahun 2010 Tentang
Penanggulangan HIV dan AIDS

- Apabila mendapat persetujuan

yang bersangkutan

pribadidaftar informasi
publik pasien

yang bersifat rahasia

bersifat rahasia

- Melindungi penderita dari
tindakan diskriminasi dan

stigmanisasi

b. Hasil Uji Kesehatan Pegawai

- Peraturan Pemerintah No. 26 tahun

1977 ttg Pengujian Kesehatan PNS

- Selama menjadi pegawai
- Apabila mendapat persetujuan

yang bersangkutan

- Mengungkap data pribadi

pasien yang bersifat rahasia

- Melindungi data pribadi yang
bersifat rahasia

- Melindungi penderita dari
tindakan diskriminasi dan

stigmanisasi

c. Hasil rekomendasi tes

psikologi, bimbingan konseling

- Peraturan Ka. BKN No. 11 Tahun
2008 Tentang Pedoman Penilaian

Kompetensi PNS Jabatan Struktural

- Selama menjadi pegawai
- Apabila mendapat persetujuan

yang bersangkutan

- Mengungkap data pribadi

pasien yang bersifat rahasia

- Melindungi data pribadi yang

bersifat rahasia




d. Data Pasien HIV/AIDS

Perda Provinsi DIY No.2 Tahun 2010
tentang Penanggulangan HIV dan

AIDS

Apabila mendapat persetujuan

dari yang bersangkutan

Mengungkap data pribadi |- Melindungi data pribadi

pasien yang bersifat rahasia

yang bersifat rahasia
- Melindungi penderita dari
tindakan diskriminatif dan

stigmatisasi

Data dan Informasi Keuangan, Aset, dan Progres Pengadaan Barang / Jasa

Pemerintahan

4. |Kondisi keuangan, asset,
pendapatan, dan Rekening bank

seseorang.

- Pasal 17 huruf h angka 3 UU no.14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik

a. Laporan Keuangan yang belum
diaudit

- Kepmendagri Tentang Transparansi

Pengelolaan Keuangan Daerah

- Sampai audit selesai

- Belum terjaminnya

kebenaran informasi

- Laporan keuangan yang belum
diaudit tidak terekspos

b. Besaran Pajak dan Wajib Pajak

Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah

L Selama menjadi Wajib Pajak;
+  Apabila mendapat persetujuan
Wajib Pajak

- Diperlukan untuk kepentingan

Pengadilan

Mengetahui rahasia
Perusahaan yang

bersangkutan

Menjaga privasi Perusahaan

5 Kode PIN Rekening Bank
Pegawai

- UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE
Pasal | angka 6

Selama kode masih digunakan

- Penyala};gunaan oleh
pihak lain

6 Surat-surat yang bersifat rahasia

- Peraturan Gubernur DIY No. 30

Hingga proses surat tersebut

- Menghambat kebijakan

- Menjaga keamanan rekening

Bank

- Menjaga suasana kondusif di




ST FEAATARTR RS

dengan kode x sangat rahasia
(SR) dan rahasia (R) dan

kofidensial

Tahun 2011 ttg Tata Naskah Dinas di
Prov. DIY, Permendagri Nomor 54
Tahun 2009 tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah
Daerah

selesai

Pimpinan,

- Merugikan keamanan,
keselamatan, kerugian
Negara dan disintegrasi

bangsa

lingkungan kerja’
- Menjaga keamanan,
keselamatan, kerugian Negara

dan disintegrasi bangsa

7 Rincian Harga perkiraan Sendiri |- Perpres No. 54 tahun 2010 ttg Selama proses pengadaan - Menimbulkan persaingan (- Efisiensi anggaran karena
(HPS) Pengadaan Barang dan Pengadaan barang dan jasa pasal 6 barang/jasa yang kurang sehat diperoleh penawaran harga yang ||
Jasa Pemeritah beserta perubahannya wajar /
8 Dokumen Penawaran Pengadaan |- Perpres No. 54 tahun 2010 ttg Selama proses pengadaan - Muncul persaingan tidak |- Dapat menjaga objektivit;s
Barang dan Jasa Pengadaan barang dan jasa pasal 6 barang/jasa pemerintah beserta [sehat ' penilaian
perubahannya
9 ldentitas POKJA ULP Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang | Selama proses pengadaan - Muncul persaingan tidak |Dapat menjaga obyekliﬁtas_ |
Pengadaan Barang dan Jasa pasal 6 barang/jasa pemerintah beserta |sehat penilaian dan mencegah
perubahannya intevemsi dari pihak lain
10 |[SPJ, SPM, SPP, SP2D UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Masa pelaksanaan pekerjaan Mengungkap data Menjaga kera_hasiaan
Keuangan Negara, UU No. 1 Thahun ketidakwajaraan pembelanjaan
2004 Tentang Perbendaharaan Negara
11 Laporan pemeriksaan oleh tim UU No. 10 Tahun 1998 tentang Tidak terbatas Mengungkap data Melindungi dari penyalahgunaan ]
Auditor (Bank Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 perusahaan yang bersifat | data/informasi yang bersangkutan
Indonesia/OJK/Akuntan Publik) |tentang Perbankan ayat 33 rahasia
12 | Laporan Hasil Pemeriksaan - Peraturan Menteri Sekretaris Mendapat persetujuan Pihak Menimbulkan stigmatisasi |- Rekomendasi/Pemyataan yang
L .

3
J
]
;
)
:



Negara R1 No 5 Tahun 2006

Peraturan Mendagri No 51 Tahun
2010

yang Berwenang

yang tidak pas karena dimuat dalam LHP dapat lebih

perbedaan persepsi atas efektif dan kondusif untuk

suatu pernyataan/penilaian | adanya perbaikan sistem tata

antara birokrasi dan kelola

masyarakat pada umumnya

Data dan informasi Tentang Komunikasi dan Informatika

1

13

14

Kode Akses elektronik aplikasi

= UU No. 11 Tahun 2008 ttg ITE Pasal
1 angka 6

-Selama kode masih digunakan

- Penyalahgunaan oleh
pihak lain

- Menjaga keamanan data yang

bersifat rahasia

Security Netwaork Pemda Kulon
Progo

Pasal 17 j UU No.14 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi
Publik

Pasal 16 UU No. 11 Tahun 2008
Tentang ITE

Mengakibatkan Penyalahgunaan
Akses, beresiko terhadap
keamanan sistem dan keamanan

informasi

Menjaga keamanan sistem |Selama sistem digunakan

dan keamanan informasi

15

Menejemen Bandwith

Pasal 17) UU No.14 Tahun 2008

Tentang Keterbukaan Informasi
Publik

Pasal 30 UU No. 11 Tahun 2008
Tentang ITE

Mengakibatkan Penyalahgunaan
Kapasitas Bandwith di luar

ketentuan

Efektivitas Bandwith Selama digunakan

sesuai ketentuan

16

Internet Protocol / IP Addres

Private

Pasal 17 UU No.14 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi
Publik

Pasal 30 UU No. 11 Tahun 2008

Mengakibatkan Penyalahgunaan
Akses, beresiko terhadap
keamanan sistem dan keamanan

informasi

Menjaga keamanan sistem |Selama sistem digunakan

dan keamanan informasi

1,1
.1;’.:P

i



. - Tentang ITE /
17 | Sistem keamanan website / - Pasal 17 UU No.14 Tahun 2008
aplikasi online (akun Tentang Keterbukaan Informasi
administrasi) Publik
- Pasal 30 UU No. 11 Tahun 2008
Tentang ITE
18 |Informasi yang tidak boleh Pasal 17 huruf j UU No.14 Tahun Sesuai peraturan perundang- - Sesuai alasan yang - Sesuai alasan yang
diungkapkan berdasarkan 2009 ttg KIP undangan yang berlaku tersurat/tersirat dalam tersurat/tersirat dalam peraturan
Undang-undang peraturan perundang- perundang-undangan yang
undangan yang berlaku berlaku
19 |Hasil studi audit menara UU No.36 Tahun 2009 Tentang Sampai hasil studi tersebut Dapat menimbulkan bias | Melindungi penyalahgunaan
telekomunikasi Telekomunikasi selesai diverifikasi oleh instansi | informasi informasi
terkait.
Data dan Informasi Kependudukan [
20 |Dokumen kependudukan yang | UU .23/2006 tentang Adminitrasi Selama yang bersangkutan Mengungkap data pribadi |- Menjaga privasi
meliputi : Kependudukan pasal 79 dan 84; masih hidup yang bersifat rahasia - Melindungi dari
a. Biodata Penduduk - PP 37 th 2007 psl 56-60 penyalahgunaan data/informasi
b. KK yang bersangkutan
c. KTP
d. Surat Keterangan
Kependudukan
e. Akta Pencatatan Sipil

-* -—




ta pribadi -Menjaga privasi
2 ertif Pasal 64 ayat 3 UU No. 23 Tahun Selama masih berlaku Mengungkap da badi 1yag p- !
o ' | Melindungi dari penyalahgunaan
2006
data

—_—
|

warga yang bersifat rahasia |

o ] : ’ ' i ibadi yang

22 |Data Aplikasi MDK UU No. 52 Tahun 2009 Yang bersangkutan meninggal | Penyalahgunaan oleh Melmdungi data pribndi yang
(Pemutakhiran Data Keluarga) by dunia pihak-pihak yang tidak bersifat rahasia ]

name by address berkepentingan i;

i . . = |
23 |Informasi mengenai Data Korban |UU No. 22 Tahun 2003 Tentang Hak- |Selamanya Mengungkapkan data - Menjaga privasi dan keamanan ||!
Kekerasan dan Pelecehan Seksual |hak Perlindungan Anak Korban/Pelapor yang Korban dari hal-hal yang tidak ;

pada anak menjadi Rahasia diinginkan seperti: ancaman. |

|

24 |Data KK dan Penduduk Miskin | Pasal 17 huruf h angka | UU No. 14 |Selama masuk dalam Album Mengungkap data pribadi 5~ Menjadi privasi, melindungi f

1

| dari penyalahgunaan data / f

Tahun 2008 Tentang Ketrbukaan Kemiskinan

i
|
i

Informasi Publik

‘l nformasi yang bersangkutan

G 30 SPKI \ \ |
25 |Data EX Tapol G 30 S/PKI Intruksi Mendagri No. 32 Tahun 1981 |Sampai terbitnya Regulasi Baru |Memicu konflik antar l.__Menghindaﬁ konflik antar u
masyarakat \ masyarakat
Informasi Tentang Dokumen Pertanahan \ !,
26 |Dokumen pertanahan UU Pertanahan No. 10 Th. 1960 Selama pemilikan tidak berubah \Kerahasiaan hak pemilikan i'ei Penyalahgunaan kewenangan
Informasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi \ _ \ :
27 | Data Pencari Kerja UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Bila pencari kerja telah Rawan Traﬁcki_t;g Karena .ii - Pengguna kena aL; ]
Ketenagakerjaan mendapatkan pekerjaan lembaga penyalur langsung |  menggunakan proses
mendatangi pencani kerja | penempatana tenaga kerja
L —




B I / / sesuai prosedur
. — badi |- ] ' data pribadi calon |

28 |Status Sosial Calon Transmigrasi |Pasal 35 B dan 35 D UU No. 29 h‘ak terbatas sebelum ada Mengungkap data pribadi Melindungi data p S |'
Tahun 2009 Tentang Perubahan atas  |perubahan atas Perubahan atas ~ [calon transmigran transmigran I.'
Undang-aundang Nomor 15 Tahun peraturan Perundang-Undangan ’
1997 Tentang Ketransmigrasian /

29 |Permasalahan transmigran di Pasal 35 B dan 35 D UU No. 29 Tak terbatas sebelum ada Dapat menimbulkan - Menghindari gejolak baik di

lokasi Tahun 2009 Tentang Perubahan atas  |perubahan atas Perubahan atas  |kegelisahan / kegusaran daerah asal maupun daerah

Undang-aundang Nomor 15 Tahun peraturan Perundang-Undangan |calon transmigran transmigrasi.
1997 Tentang Ketransmigrasian

NlP 19680805 199603 1 005




